MTAN HEWAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

menduduki jabatan tersebut;

ETM (PPTK) DILINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir
Selatan dengan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran
2021, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat

b. bahwa penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai PPTK
pada huruf a diatas, dianggap cakap dan mampu untuk

c bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Peternzkan

dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten
ngkungan Daerah  Propinsi Sumatera

tentang

delam
Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Te _ 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negs

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

tcntang




 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat d

10.

n&ang—Undang Nomor 33 tahun 2094

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembiran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 358 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesi Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaa dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemeriintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Pelapo_ran Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);




i

1y 8

18.

19,

& tenta.ng Pembentukan Produk Hukum Daerah;

14.

Menetapkan Pegawai Negeri Sipil
jabatannya terdapat pada lajur 2 dan 4 sebagm Pe]abat

1 Menteri Dalam Negen Nomor 80

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nombr‘ i
Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah,;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran
2021;"

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Tata
Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggran 2021;

Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/35
/Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 Tentang
Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna
Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

na Teknis Kegiatan (PP"TK) dan lajur 5 Program/Ke
i sebaga.lmana tercantum dalam :
N . ] bagan V 'L_,

yang nama-nama dan




KETIGA

KEEMPAT

Mematuhl dan melaksanakan kegiatan dengan sun
sungguh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perun:
Undangan dan Peraturan lainnya yang berlaku;
Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip cﬁswﬂ,,_-
efektif dan ekonomi dilandasi dengan sikap transparansi
yang bertanggung jawab;
Mengetahui secara pasti kondisi awal kegiatan yang
menjadi tanggung jawab;
Melaksanakan monitoring dan evaluasi k:=lapangan serta
mengantisipasi sedini mungkin terhadap permasalahan
yang timbul dilapangan;
Wajib membuat laporan kemajuan pekerjaan serta
keuangan dan menyampaikannya ke Bagian Admir istrasi
Pembangunan selambat-lambatrya tanggal 5 setiap
bulannya dengan tembusan : :

* Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

= Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan kegiatan yang menjadi
tanggungjawab PPTK bersangkutan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tangg# 12 Janaari 2021
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m ALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PESISIR SE]
:  900/22/Disnakkeswan-PS/2021
12 JANUARI 2021
PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEm;
DILINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN |

1I/b

TAHUN ANGGARAN 2021
mﬁgﬂ JABATAN KEGIATAN YANG DIKELOLA
3 4 5 ;
PenataMuda |Plt. Kasubag Umum dan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan
TK1 Kepegawaian Kabupaten/Kota

Hegiatan Administrasi Keuangan Perangkat I
- Sub Kegiatan
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Program Penunjang Urusan Pemerintahan n
Kabupaten/Kota
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan
Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan
Daerah

Kegiatan Administrasi Keungan Perangkat
- Sub Kegiatan
1. Penyediaan Adminstrasi Pelaks:

Kegxatan Administrasi Umum Pes
Sub Kegiatan

1. Penyediaan Kou.ponen I
Bangunan Kantor

2. Penyediaan Bahan I

3. Penyediaan B




Kegiatan Penyediaan Jm‘.l'ﬂ nt
Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan
1. Penyediaan Jasa Komumkae;,
Listrik Xq
2. Penyediaan Jasa Pelayanan U

Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan
1. Pemeliharaan Peralatan dan Me
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Ge
Bangunan Lainnya

Penata Muda
11/a

Program Penunjang Urusan Pemer:
Kabupaten/Kota
Kegiatan Administrasi Umum Per
- Suk Kegiatan
1. Penyelenggaraan Rapat Ko
SKPD

Kegiatan Pemeliharaan Barang
Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan ‘
1. Penyediaan Jasa Peme!
Pajak,dan Perizinan
atau Lapangan

Kasi Kesehatan Hewan




1 Peﬂgendalian
dan Zoonosi:

Daerah Kabupa
Kegiatan Pengawasan Pem

Penata TK I
Imy/d

Kasi Pelayanan Medik
Pengawasan Obat Hewan dan
Sarana Medik

Program Pengendalian Kese!
Masyarakat Veteriner
Kegiatan Pengelolaan Pelayanan
Jasa Medik Veteriner dalam Da
- Sub Kegiatan
1. Penyediaan Pelayanan Ja: :
2. Penyediaan Pelayanan Jasa M

Penata TK [
m/d

Kasi Perbibitan

Program Penyediaan dan Pe;
Pertanian
Kegiatan Pengelolaan Wilayah
Rumpun/Galur Ternak dalam
- Sub Kegiatan
1. Pelestarian dan Pe
Ternak dan Rumpu

Program Penyediaan




Penata TK 1
1/d

Kasi Pakan dan Teknologi
Peternakan

Program Penyediaan dan Penge:

Pertanian 2

Kegiatan Pengelolaaan Sumber Da

Hewan, Tumbuhan dan Mikro Orgar

Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan
1. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

TI, 8.Pt
- 201101 2 007

Penata
/e

Kasi Penyebaran dan
Pengembangan Ternak

Program Penyediaan dan Pengembangan
Pertanian
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Pe:
Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan
dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan

1. Pengendalian Penyediaan Benih /Bibit Te

Hijauan Pakan Ternak

Program Penyediaan dan Pengembangan S:
Pertanian
Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana
- Sub Kegiatan
1. Pendampingan Penggunaan Sarana Per
Pertanian

Penata TK I
111/d

T~ Penata TK I

r/d

Kasi Sarana dan Prasarana
Peternakan

Program Penyediaan dan Pengembangan
Pertanian
Kegiatan Pembanguan Prasarana Pe
- Sub Kegiatan
1. Pembangunan, Rehabilitas dan
Prasarana Pertanian Lainnya

Kasi Kelembagaan dan
Penyuluh Peternakan

. Kegiatan Penerbitan Izin

Program Perizinan Usaha Pe

Usahanya dalam Daerah |




Kasi Pengolahan dan Program Penyuluhan Pertanian

Pemasaran Hasil Produksi Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan

- Sub Kegiatan ¢
1

Peternakan




